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MENANTI TUAH
SPIRIT #313 DAN
AMNESTI PAJAK

ARsi massa skala besar terjadi di seluruh Indonesia pada Jumat
(31/3). ARsi serempak ini bukRan semata soal politik tetapi lebih

pada permasalahan pajakR. Karenanya, Ronsentrasi massa
terpusat di IKantor Pelayanan Pajak (IKPP) di seluruh Indonesia.

Tanggal 31 Maret seolah menjadi angkRa Reramat yang punya
makna yang cukRup dalam bagi wajib pajak orang pribadi (WPOP)
maupun fiskus. Karena tanggal tersebut menjadi batas aRhir
pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan
(PPh) WPOP setiap tahunnya. Dan seolah menjadi tradisi, WPOP
baru akRan berbondong-bondong Re KPP untuR menyerahkRan
SPT pada hari-hari teraRhir.

Dalam berbagai Resempatan, DJP sering Rali menjadikan
Retidakpatuhan WP sebagai penyebab tak tercapainya target

penerimaan pajak. Dari 20,16 juta WP yang menjadi target, hanya
12,7 juta WP yang patuh melaporkRan SPT pada tahun lalu. Sementara
tahun ini, sampai dengan 28 Maret 2017, tercatat baru 7,2 juta WP yang
melaporkan SPT.

DJP sebenarnya sudah menyediakRan sarana penyampaian SPT secara
eleRtroniR (e-Filing) sejak 2013. Namun, sistemnya Rerap bermasalah
sehingga banyak WPOP yang Rembali memilih penyampaian
SPT secara manual, yakni dengan mendatangi langsung KPP.
Kendala sistem ini pula yang selalu menjadi pertimbangan DIJP
“memperpanjang” masa pelaporan SPT PPh WPOP dalam beberapa
tahun teraRhir.

Sebenarnya, adalah hakR wajib pajakR untukR melaporkRan SPT Rapan
pun selama masih dalam rentang waRtu yang diatur dalam Undang-



Undang KUP. BahRan, sah-sah saja jika
misalnya seluruh wajib pajak ramai-ramai
melaporkan SPT pada hari terakRhir. Dengan
demiRian, tidakR ada alasan bagi DJP untuR
tidakR bisa mengantisipasi membludaknya
pelaporan SPT oleh WP, baik secaralangsung
maupun via e-Filing.

SankRsi

ARsi #313 tahun ini terasa lebih besar
gaungnya Rarena 31 Maret 2017 juga

menjadi hari terakhir pelaksanaan program
pengampunan pajak (tax amnesty). Genap
sembilan bulan sudah pemerintah berbaiR
hati memberikan pengampunan sanRsi
administrasi dan sanRsi pidana bagi wajib
pajak yang selama ini lalai atau belum patuh
melaporkan harta tambahannya. Wajar
jiRa DJP Rembali memberikan toleransi
Reterlambatan penyampaian SPT PPh WPOP
hingga tanggal 21 April 2017.

Ada tiga tujuan tax amnesty yang menjadi
target pemerintah, yaitu untuR memperRuat
basis pajak, mendorong repatriasi aset
hingga Rpl.OOO triliun, dan meningRatkan

penerimaan pajak yang antara lain melalui uang tebusan sebesar Rpl165 triliun.

Realisasinya berdasarkan data sementara DJP, selama sembilan bulan tax amnesty
berjalan: uang tebusan yang masuR Re Ras negara sebesar Rpll4 triliun atau 69% dari
target. SedangRan nilai aset yang direpatriasi wajib pajak sebesar Rpl47 triliun atau
14,7% dari target. Uang tebusan tersebut disetorkRan oleh 965.983 wajib pajak atas
deRlarasi harta mencapai Rp4.865,68 triliun.

Keberhasilan tax amnesty tidak bisa hanya diukur dari nominal uang tebusan dan
repatriasi aset. Untuk menguRur suRses atau tidakRnya program ini justru harus dilihat
dari hasil pengelolaan dan optimalisasi data harta wajib pajaR, yang dibuktikan dengan
peningRatan penerimaan pajak secara berkesinambungan.

Satu hal yang pasti adalah, habis sudah toleransi negara terhadap Retidakpatuhan
perpajakan. Pintu maaf dan pengampunan sudah tertutup per 1 April 2017. Dengan
demiRian, wajib pajak yang tidaR memanfaatkan RebijakRan tax amnesty harus siap
menghadapi RonseRuensi yang lebih tegas di era penegakRan hukRum perpajakan.

Pemerintah bahkRan sudah menyiapkRan Retentuan dan prosedur baru pemerikRsaan
harta WP, terutama bagi WP yang tidaR mengikuti tax amnesty. Beleid baru itu
merupaRan peraturan pelaRsanaan dari Pasal 18 Undang-Undang No. 11/2016 tentang
Pengampunan Pajak. Nantinya, jiRa petugas pajak menemukRkan harta tambahan yang
diperoleh dalam Rurun wakRtu 1Januari 1985 sampai dengan Desember 2015, maka harta
tersebut aRan dihitung sebagai tambahan penghasilan pada tahun ditemuRannya
harta dan aRan dikRenakRan PPh plus sanksi administrasi sampai dengan 200% dari
pajak terutang.

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga telah berRomitmen untuR menerapkan
pertuRaran informasi Reuangan secara otomatis antar-yurisdiRsi atau Automatic
Exchange of Information (AEol) guna melacakR aset-aset yang disembunyikRan oleh
Raum superRaya di negara-negara surga pajaR. [KKomitmen global ini juga akan
melengRapi upaya pemerintah mencegah dan mendeteRsi penghindaran pajak yang
dilakuRan oleh Rorporasi melalui aggressive tax planning dan juga profit shifting.

Seperti Rita tahu, pada penghujung tahun lalu terbit PMIK Nomor 213/PMK.03/2016,
yang mengatur format baru doRumentasi transfer pricing bagi wajib pajak yang
melakRuRan transaksi afiliasi. Aturan yang mengadopsi BEPS Action 13 itu mensyaratkRan
tiga jenis dokRumen transfer pricing yang harus dilaporkan oleh grup usaha tertentu,
yang meliputi: Master File, Local File, dan Country by Country Report (CbCR). Dengan
berlakunya format baru doRumentasi transfer pricing mulai tahun pajak 2016, maka
ongRos Repatuhan wajib pajak dipastiRan meningRat. Terutama untuR menyiapkRan
master file dan local file di tahun perdana, yang praktis hanya memberikan wajib pajak
waktu empat bulan sejaR tahun bukunya beraRhir.

TaR hanya itu, pemerintah juga akan mengharuskan wajib pajak yang melakukRan
tax planning untuR melaporkan skema perencanaan pajaknya Repada otoritas
pajakR. Rancangan aturan ini merupakan implementasi dari BEPS Action 12 mengenai
mandatory disclosure rules (MDR).

Ada atau tidak adanya semua aturan itu, sebenarnya taat terhadap Retentuan
merupakRan suatu Reharusan bagi wajib pajaR maupun fiskus. Paket regulasi
perpajakan yang ada selama ini sebenarnya sudah cuRup jelas membagi wilayah
“halal” dan "haram” di seRtor perpajaRan. Inti dari semua RebijakRan itu adalah
Rejujuran, Rarena menjadi Runci utama perbaikRan basis data dan sistem perpajakan
nasional.

Tak hanya WP dituntut jujur untukR melaporkan SPT secara benar, fiskus pun harus
profesional dan tertib dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik. Apresiasi
patut diberikan Repada Menteri IKeuangan Sri Mulyani Indrawati, yang mengharamRkan
pertemuan fiskus dengan wajib pajak di luar Rantor. la juga melarang fiskus melakRukan
pemerikRsaan berdasarkRan temuan yang tidaR jelas. Intinya, pemeriksa pajak harus
memiliRi data yang valid agar WP tidak merasa dihadapkan pada pemeriksaan yang
sifatnya semena-mena atau tidak berdasar. Untuk memastikRan prosedur itu dijalankan
dengan benar, seluruh areal Rerja fiskus akRan dipasang Ramera pengawas.

Pada prinsipnya, semua Rebijakan dan upaya perbaikan sistem perpajakan bertujuan
untukR meningRatkRan Repatuhan suRarela (voluntary compliance) wajib pajakR dan
profesinalisme fiskus. “Patuh” bagi wajib pajak tidak hanya sekRedar menyampaikan
SPT, tetapi yang lebih penting adalah melaporkan seluruh harta dan penghasilannya
dalam SPT tersebut dengan sejujur-jujurnya. Kembali pada hirukR-piRuR yang terjadi
pada 31 Maret lalu, spirit #313 dan tax amnesty diharapRan bisa menjadi simbol
RebangRitan perpajakan nasional.

*Versi singRat artikel ini telah terbit di Harian Bisnis Indonesia, Senin, 3 April 2017.



Direktur Jenderal Bea dan Cukai,
Heru Pambudi
(Sumber foto: Ditjen Bea dan CuRai)

MENILIK ARAH
REFORMASI
KEPABEANAN
DAN GUKAI

DireRtorat Jenderal Bea dan CuRai (DJBC) memiliki tugas dan fungsi
yang cuRup strategis, tetapi juga dilematis. Sebab, instansi di bawah
IKementerian Keuangan ini takR hanya bertanggung jawab terhadap
pengumpulan penerimaan perpajakan, tetapi juga mengemban
amanat sebagai fasilitator perdagangan dan pengawasan
Repabeanan (pencegahan barang selundupan). Semua tugas itu harus
dilaksanakan oleh DJBC sebagai aparat fiskal tanpa mengorbankan
fungsi utamanya, yakni pelayanan dan pengawasan.

Dalam melaksanakan tugasnya, DJBC juga dihadapkRan pada
sejumlah tantangan yang semakin berat, mulai dari Renaikan target
penerimaan, perubahan tren importasi, perlambatan ekRonomi, hingga
Reberlanjutan reformasi birokrasi. TakR hanya berbekal optimisme,
sejumlah strategi pun disiapRan DJBC untuR memastiRan seluruh
amanat terlaksana dengan baik. Semua itu tergambar jelas dalam
wawancara Tax Guide dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru
Pambudi sebagai berikut:

Sejauh mana proses reformasi birokrasi yang dilakukan DJBC?

Sebagaimana diketahui bahwa melalui Rick-off yang dilakukan
oleh Menteri Keuangan pada tanggal 20 Desember 2016 menandai
dimulainya Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai.
Tuntutan masyarakat kepada DJBC yang terus meningkat disadari
menjadi pendorong untuk dilaksanakannya reformasi ini. Fasilitasi
dan kemudahan ekspor-impor, kecepatan arus logistik, perlindungan
dari masuknya barang berbahaya seperti narkotika dan barang
larangan lainnya, sampai dengan optimalisasi penerimaan negara,
menjadi peran DJBC yang ingin dikuatkan melalui reformasi yang
dilakukan saat ini. Proses reformasi yang berjalan saat ini telah
melewati kuartal I. Capaian-capaian singkat atau Quick wins sebagai
milestone yang menggambarkan bahwa secara kReseluruhan program-
program yang dirancang dalam penguatan reformasi kepabeanan dan
cukai ini achievable dan berjalan pada track yang semestinya, telah
berhasil dicapai dan telah dilaporkan kepada Menteri Reuangan per 3
April 2017.

Apa saja yang menjadi fokus pembenahan dalam reformasi tersebut?

Penguatan reformasi DJBC di tahun 2017 ini menempatkan penguatan
budaya organisasi dan peningkatan integritas sebagai roh penggerak



perubahan dengan area-area yang disasar, dan yang menjadi
tujuan perubahan dari program di atas adalah perbaikan di
bidang Organisasi, Tatalaksana, Peraturan Perundangan,
Sumber Daya Manusia, Pengawasan, AkRuntabilitas,
Pelayanan Publik, serta Mindset/cultural set.

Terkait reformasi birokrasi dan kelembagan, apa yang
diperkuat oleh DJBC?

Disadari bahwa diperlukan internalisasi yang terprogram dan
masif terhadap Program Penguatan Reformasi Kepabeanan
dan Cukai yang sedang dilaksanakan saat ini kepada
seluruh pegawai DJBC guna menumbuhkan engagement
dan ownership sampai ke level pegawai yang terendah sekali
pun. Di samping itu, guna semakin memperkuat, keterlibatan
pihak ekstenal DJBC pun diikutsertakan melalui observer dan
adviser yang meliputi Ralangan praRtisi, arademisi, organisasi
internasional sampai dengan dunia usaha.

Reformasi birokrasi bukan yang pertama kali dilakukan DJBC.
Apa yang membedakan reformasi kelembagaan Rali ini?

Ya, salah satu hal yang membedakan reformasi kali ini dengan
reformasi-reformasi sebelumnya adalah adanya sinergi
antara aparat fiskal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan DJBC.
Sinergi ini diwujudkan dalam bentuk joint program DJBC dan
DJP, mulai dari joint data, joint analysis, joint audit, sampai
dengan joint collection. Dengan adanya sinergi ini diharapkan
tercipta optimalisasi pengawasan secara bersama-sama oleh
DJBC dan DJP sehingga terjadi penurunan upaya menghindari
pembayaran pajak dan bea masuk/bea keluar/cukai yang
berdampak pada peningkatan penerimaan negara.

Terkait joint data sejauh ini telah berjalan dengan baik. Aturan
sebagai payung hukum pun telah dibuat antara Dirjen BC dan
Dirjen Pajak.

ApakRah ada Reluhan dari user atau dunia usaha terkait
integrasi data Repabeanan dan pajak?

Sampai saat ini belum ada keluhan.

Selain dengan DJP, DJBC juga menjalin Rerja sama dengan
IKementerian Kelautan dan Perikanan (KKIKP). Bagaimana
teRnisnya?

Pada prinsipnya kerjasama antara DJBC dengan IKementerian
Kelauatan dan Perikanan telah beberapa kali dilakukan,
tema yang diambil antara lain terkait dengan illegal fishing,
peningkatan pengawasan impor dan ekspor atas hasil laut
yang dilindungi melalui forum CITES, peningkatan kerja sama
intelijen, serta pertukaran informasi terhadap illegal trading di
sektor perikanan dan hasil laut.

Hal ini dibuktikan dengan beberapa tangkapan DJBC,
atas komoditi hasil laut berupa ekspor baby lobster ilegal,
yang sebagian merupakan Rerja sama DJBC dengan KKP,
termasuk penegahan ekspor komoditi hasil laut ilegal lainnya.
Kerja sama yang telah terjalin selama ini akan terus dibina
dan ditingkatkan dengan tentunya mempertimbangkan
kerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya seperti
kepolisian dan TNI.

Namun kerjasama yang baik antara DJBC dan KKP sampai
saat ini secara khusus belum dituangkan secara formal dalam
MoU atau bentuk perjanjian lainnya. Kerjasama tertulis
saat ini antara DJBC dan KKP hanya terbatas pada nota
kesepahaman bersama dengan Kementerian Perdagangan,
Badan POM dan Karantina tentang komoditi yang diatur
tataniaganya dan pengawasan barang beredar kemudian
selanjutnya pada Rerjasama pembentukan Satgas anti-illegal
fishing oleh KKP. Akan tetapi dalam waktu yang tidak terlalu

lama, melalui program Indonesia Single Risk Manajemen
(ISRM), DIJBC beserta Kementerian/Lembaga lainnya
termasuk dengan KKP akan melakukan RkRerjasama dalam
peningkatan pengawasan dan pelayanan dalam bentuk
manajemen risiko yang terintegrasi. Melalui program tersebut
diharapkan pengawasan dan pelayanan DJBC dan KKP
kRhususnya di Bidang Kelautan dan Perikanan akan semakin
baik.

Bagaimana DJBC menyeimbangkan, antara Repentingan
protekRsi dan mendorong penerimaan dengan upaya
mendukung dunia usaha dalam setiap Rebijakannya?

Salah satu Rebijakan untuk menjawab hal ini adalah melalui
pengembangan Sistem kepatuhan Pengguna Jasa (SKPJ) yang
saat ini sedang dibangun. SKPJ merupakan pengembangan
dari ISRM yang merupakan tools engine yang dimiliki oleh
DJBC untukR memetakan risiko importir/pengguna jasa
sehingga dapat menyeimbangkan antara pelayanan dan
pengawasan. SKPJ mendorong semakin banyak pengguna
jasa yang masuk dalam kategori patuh sehingga bisa
mendapatkan pelayanan yang cepat dan maksimal dengan
pengawasan yang minimal dan selektif. Dengan begitu
diharapkan kepentingan untuk melakukan proteksi dengan
tetap berfokus pada penerimaan dapat diseimbangkan seiring
dengan upaya mendukung dunia usaha dan menjaga iklim
investasi yang kondusif.

Table Penerimaan Bea dan Cukai 2017

Realisasi
Kuartal |
(Rp triliun)

Target APBN

Jenis 2017

Realisasi Kuar-
tal |

(Rp triliun) % 248

Penerimaan (Rp triliun)

(Rp triliun)
(Rp triliun)

Total

Bagaimana dampak Rebijakan Renaikan tarif pita cukai hasil
tembakau terhadap penerimaan sejauh ini?

Kebijakan tarif cukai hasil tembakau yang mulai diberlakukan
pada tahun 2017 dengan kenaikan rata-rata sebesar 10,54%,
belum memberikan dampak positif terhadap penerimaan
cukai selama kuartal |. Hal ini terjadi mengingat adanya
perubahan pola penerimaan cukai hasil tembakau pasca
diberlakrukannya PMK-20/PMK.04/2015. Berdasarkan data,
penerimaan cukai hasil tembakau selama kRuartal | mengalami
penurunan sebesar 12,85% (yoy). Diharapkan dampak positif
kebijakan cukai terhadap Rinerja penerimaan mulai stabil
pada kuartal Il dan kuartal Ill dan meningkat secara signifikan
pada akhir tahun.

Bagaimana dengan target tahun 2017, apakah masih optimis
tercapai hingga akhir tahun?

DJBC tetap optimis target penerimaan tahun 2017 sebesar Rp
191.23 triliun dapat tercapai sampai dengan akhir tahun. Hal ini
didasari beberapa hal, di antaranya penerimaan bea masuk
yang sampai dengan kuartal | 2017 sebesar Rp7,72 triliun atau
22,9% dari target. Devisa impor sebagai taxbase penerimaan
bea masuk pada kuartal | 2017 ini meningkat 13.9% dan
diperkirakan sampai akhir tahun akan meningkat (lebih
baik dari tahun 2016) sejalan dengan asumsi pertumbuhan
ekonomi sebesar 5,1%. MesRipun dari sisi utilisasi FTA juga
meningkat—dari 2016 sebesar 26,6% menjadi 27,4% pada
2017—dan berpotensi mengurangi penerimaan bea masuk,
namun dengan upaya ekstra dan peningkatan pengawasan
serta penindakan barang ilegal yang secara gencar dilakukan,
DJBC optimis (target) penerimaan dari bea masuk 2017 dapat



tercapai.

Realisasi penerimaan cukai sampai dengan kuartal | 2017 sebesar
Rp 6,92 triliun atau 4,4% dari target 2017. Penerimaan cukai
memang rendah pada kuartal | sebagai dampak pemberlakukan
PMK Nomor 20/2015 tentang pelunasan cukai. Namun demikian
data penerimaan per 14 April 2017 menunjukkan bahwa
penerimaan cukai sudah mulai rebound, yaitu mencapai Rpi2,14
triliun atau 7,72%, lebih tinggi dari periode yang sama tahun
20I6. Peningkatan tarif cukai hasil tembakau (CHT) tahun 2017
sebesar rata-rata tertimbang 10,54% diharapkan dapat mendorong
tercapainya target cukai 2017, mesRipun dari sisi produRsi rokok
diperkirakan turun sebesar 2%. Hal yang masih menjadi kendala
adalah belum dapat dipungutnya penerimaan cukai lain (Remasan
plastikr) sampai dengan kuartal | 2017, Rarena belum mendapatkan
persetujuan dari DPR.

Sementara untuk penerimaan bea keluar sampai Ruartal | 2017
sudah mencapai RpO,84 triliun atau 248% dari target 2017. Hal ini
disebabkan dalam penyusunan target bea keluar mengasumsikan
ekspor mineral dilarang pada 2017. Dengan adanya Rebijakan
relaksasi ekspor mineral, maka penerimaan bea keluar akan jauh
melebihi target yang ditetapkan dalam APBN 2017, mengingat
PT AMNT sudah melakukan ekspor sejak awal April 2017 dan
PT Freeport sudah mendapatkan persetujuan IUPK sementara
(dapat melakukan ekspor sampai dengan 10 Oktober 2017), yang
diperkirakan mulai ekspor bulan Mei 2017.

What policy that should be introduced to stimulate customs and
excise revenue?

Kebijakan-kebijakan untuk mendorong penerimaan tahun 2017
antara lain:
a. Pemantauan Retat Rondisi ekonomi (ekspor impor) &
menyiapkan mitigasinya
b.  Pemberian stimulus prosedural (peningkatan Relancaran
arus barang) bagi importir Rredibel
Peningkatan penindakan barang kRena cukai illegal
Mendorong penambahan objek barang kena cukai baru
e.  Peningkatan pengawasan atas ekspor Barang Kena Bea
Keluar (Uji Jenis dan Kadar)
f. Perbaikan proses pemungutan penerimaan melalui program
reformasi DJIBC:
. Verifikasi penetapan tarif & nilai pabean
Eksaminasi pemeriksaan fisik
Penguatan penelitian ulang
Validasi penggunaan Surat Keterangan Asal (SKA) untuk
importasi menggunakan skema Free Trade Agreement
(FTA).

QN

Bagaimana dengan rencana perluasan objeR cukai? Apakah
sudah ada item baru yang bisa dikenakRan cuRai dalam waktu
dekat?

Tahun 2017 telah ditetapkan dalam APBN dengan target
penerimaan untuk cuRai lainnya sebesar Rpl,6 triliun. Terkait hal
tersebut Kementerian Keuangan dalam hal ini DJBC dan BKF
tengah menyusun regulasi untuk pengenaan cukai terhadap
kantong plastik. Adapun untuk item baru masih dalam tahap
pembahasan terhadap beberapa barang yang berpotensi menjadi
objek cukai baru.

DJBC sudah mempersiapkan perangkat hukum pemungutan
objek barang Rena cukai tersebut, namun sampai saat ini masih
terkendala izin prinsip dari DPR RI. Berdasarkan hasil rapat dengan
komisi XI DPR RI tanggal 18 April 2017, dalam waktu dekat akan
diagendakan kembali pembahasan terkait penambahan objek
barang kena cukai baru antara pemerintah dan Komisi XI DPR RI.
DPR RI.




MANDATORY DISCLOSURE RULE

AIKSI GLOBAL RE
PERENCANAAN
PAJAIK AGRESIF

AM
ES

Hidup itu harus punya perencanaan, terlebih bagi organisasi atau perusahaan. Perencanaan atau planning merupakan hal yang
penting dalam fungsi manajemen guna mencapai target atau sasaran perusahaan. Namun, perencanaan harus dibuat secara rasional
dan sistematis, buRan berdasarkan intuisi dan spekulasi.

Dari sisi perpajakRan, sah-sah saja bagi
wajib pajakR melakuRan tax planning guna
memastiRan pajaR yang dibayarkRan tidaR
melebihi jumlah yang seharusnya. Dengan
Rata lain, perencanaan pajaR legal selama
dilaRuRan menggunakan cara-cara yang
sesuai dengan undang-undang dan buRan
untuk mengelak membayar pajak.

Namun dalam praktiknya, tidaR sediRit wajib
pajaR yang niat awalnya menjadiRan tax
planning untukR menghindar dari Rewajiban
pajakR. PelaRunya RebanyakRan wajib pajaR
badan dan pelaku bisnis yang secara agresif
memanfaatkan celah-celah regulasi pajak
yang longgar—atau bahRan bebas—di
sejumlah negara surga pajaR (tax haven).
Modusnya antara lain dengan mengalihRan
Reuntungan Re negara-negara yang tidaR
memiliRi  perjanjian penghindaran pajaR
berganda (P3B) atau treaty haven. PraRtiR ini
dikRenal dengan perencanaan pajak agresif
(aggressive tax planning), yang legal secara
huRum namun Repatutannya dipertanyakRan
dari sisi etikRa.

Dalam RonteRs global, aggressive tax
planning membuat resah negara-negara
yang merasa dirugiRan. Pasalnya, pajak yang
seharusnya masuR Re Ras negara justru
menguap dan menggerus basis penerimaan.

Potensi pajak yang hilang cuRup besar
jiRa dilihat dari perputaran dana ilegal di
pasar global. Global Financial Integrity
(GFI), dalam laporannya pada Desember
2015 mengestimasi, total dana haram yang
Reluar (illicit financial outflows) dari negara-
negara berkembang dalam Rurun 2004-2013
mencapai US$7,8 triliun. Jumlahnya terus
meningRat, dengan rata-rata pertumbuhan
6,5 persen per tahun atau hampir dua Rali
lebih cepat dibandingkan pertumbuhan
PDB global. Dana-dana tersebut disebut
haram Rarena diduga terRait dengan aRsi-
aksi penghindaran pajaR, pencucian uang,
Rejahatan, Rorupsi, dan aRtivitas terlarang
lainnya. Destinasinya adalah yurisdiRsi
bebas pajaR yang memberikan jaminan
Rerahasiaan data perbankan.

Dalam laporan GFI, Indonesia menempati
peringRat Re-9 dalam daftar negara dengan
arus Reluar dana haram terbesar di dunia,
dengan rata-rata per tahunnya seRitar

US$18,07 miliar atau setara dengan Rp240,85 triliun (Rurs Rp13.328/US$). AngRa
tersebut terdiri atas transaRksi perdagangan yang tidaR tercatat atau misinvoicing
trade/Gross Excluding Reversals (GER) seRitar US$16,75 miliar atau setara dengan
Rp223,27 triliun dan arus modal speRulatif (hot money) berkRisar US$1,31 miliar atau
Rp17,45 triliun.

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Rini menjadi persoalan yang tengah
diperangi masyarakat dunia. Namun, informasi asimetri menjadi Rendala otoritas
pajak untuk menelusuri jejakR-jejakR penghindaran pajak di mancanegara.
Keresahan global itu Remudian coba dijawab oleh the Organisation for Economic
Co-operation and Development (OECD) dengan merilis 15 rencana aRksi untuR
memerangi BEPS. Salah satunya adalah Mandatory Disclosure Rule (MDR), yang
merupaRan rencana aRsi Anti-BEPS Re-12.

KKetentuan ini mendorong otoritas pajaR untuR memaksa wajib pajakR maupun
pihak-pihakR lain yang menginisiasi (promotor) perencanaan pajakR agresif
melaporkRan skRema perencanaannya Repada otoritas pajak. Promotor yang
dimaRksud dalam Retentuan ini antara lain Ronsultan pajak, Ronsultan Reuangan,
banR, dan pengacara.



MDR sebenarnya bukRan Rebijakan baru. Sejumlah negara telah
lama menerapRannya untuR mendeteRsi sejakR awal risikRo
terjadinya skema tax planning yang agresif. Antara lain Amerika
SeriRat, Kanada, Inggris, Irlandia, Australia, Korea Selatan, dan
Afrika Selatan.

Pemerintah Indonesia sudah memberiRan sinyal akan mengikuti
jejaR negara-negara tersebut dengan mengadopsi Anti-BEPS
Action 12. Namun, belum jelas akan seperti apa MDR diterapkRan di
Indonesia Rarena masih dalam proses Rajian. Sejauh ini, DireRtorat
Jenderal PajakR (DJP) telah mengadakan studi Re Inggris guna
mempelajari penerapan MDR.

Belajar dari Inggris

MDR di Inggris dikenal sejak 2004 dengan nama Disclosure
of Tax Avoidance Schemes (DOTAS). Rezim DOTAS dirancang
oleh HM Revenue and Customs (HMRC) agar dapat mengikuti
perkembangan modus-modus penghindaran pajak.

Promotor yang menjadi sasaran DOTAS adalah individu atau
pihaR-pihak yang terRait dengan perencanaan pajak, seperti bank,
seRuritas properti, akuntan, hingga Asosiasi Fiskal International
(IFA) atau perusahaan profesional yang iRut merumuskan skema
perencanaan pajak.

KKetentuan DOTAS juga bisa dikenakan atas wajib pajak jikRa
promotornya berbasis di luar negeri, atau promotornya adalah
pengacara yang memiliki hak hukRum istimewa, atau perencanaan
pajakR dilakukRan sendiri tanpa menggunakan jasa pihakR lain
(promotor).

Melalui DOTAS, otoritas pajak Inggris otomatis mempunya akRses
untukR memantau, dan jika perlu, mengubah undang-undang guna
membloRir skema penghindaran pajakR apa pun yang menurut
pemerintah dianggap agresif dan tidak adil.

TeRnisnya adalah, setelah promotor mengungRap skema
perencanaan pajak, HMRC akRan menerbitkan nomor DOTAS.
Nomor DOTAS tersebut Remudian wajib dicantumRkan wajib pajak
dalam laporan SPT-nya. UntukR memastiRan Rebijakan berjalan
efeRtif, HMRC menyiapRan sanRksi denda bagi wajib pajak maupun
promotor yang gagal mematuhi rezim DOTAS.

Awalnya, sejaR 1 Agustus 2004, rezim DOTAS hanya mengatur
mengenai pengungkRapan skema perencanaan pajak pertambahan
nilai (PPN). Kemudian pada 1 Agustus 2006, cakRupannya bertambah
hingga menyasar skema perencanaan pajakR penghasilan (PPh),
pajak perusahaan atau pajak atas Reuntungan. Setahun Remudian,
tepatnya sejak 1 Agustus 2007, caRupan DOTAS diperluas hingga
menyasar skema perencanaan pajakR yang terRait iuran asuransi

nasional. Lalu pada April 2011, HMRC membidikR pula skema
perencanaan pajaR yang terkRait dengan RepemiliRan hunian.

TerRait perencanaan PPN, wajib pajak terdaftar atau promotor
yang terdaftar di Inggris harus melaporkan skema tax planning-
nya Re HMRC. Kecuali, omzet tahunan wajib pajaR atau grup
usahanya Rurang dari £600.000.

Berbeda halnya untuR wajib pajak PPN non terdaftar—yang
otomatis masuk dalam Rategori “ditandai”"—DOTAS dikecualikan
untuk pihakR Retiga atau promotor yang telah secara suRarela
mengungRapkRan skema perencanaan pajaR kRepada HMRC
atau pemiliR nomor Voluntary Registration Scheme (VRS).
Pengecualian pelaporan juga diberikan bagi grup usaha yang
memiliRi omzet tahunan di bawah £10 juta. Adapun sanRsi yang
disiapkRan adalah berupa denda sebesar 15% dari PPN Rhusus
untukR skema “terdaftar” dan denda administrasi hingga £5.000
untuk skema yang “ditandai”.

Sementara untuR pengungRapan tax planning terRait pajak
langsung (PPh, pajak perusahaan, pajak atas Reuntungan, pajakR
warisan, pajaR tempat tinggal) dan iuran asuransi nasional,
individu atau wajib pajaR yang masuR Rategori ini harus
memberikRan informasi Repada HMRC paling lama 5 hari setelah
skema tersebut dilaksanakRan. Sanksi bagi wajib pajak yang
melanggar Retentuan ini dapat dikenai denda sampai £600 per
hari Reterlambatan. Apabila sanRsi ini tidak membuat jera, maka
wajib pajak harus membayar denda hingga £1 juta.

Apabila wajib pajaR yang melakRukan skema penghindaran
pajak statusnya adalah majikan, makRa denda yang mengancam
mencapai £5.000 untuR setiap Raryawan yang tidak disertakan
dalam laporan aRhir tahun. HuRuman lebih lanjut adalah £600
per hari per Raryawan jiRa Regagalan berlanjut setelah hukuman
awal dikRenakan.

Sementara sanRsi untuR promotor berupa denda sampai
£5.000 untuR setiap Rlien yang gagal memberi nomor referensi
skema perencanaan pajaR. Sanksi lebih lanjut sampai £600 per
hari per Rlien dapat dikenakan jikRa Regagalan berlanjut setelah
huRuman awal telah diberlakRuRan.

BerkRaca pada rezim DOTAS di Inggris, Retentuan MDR sangat
rumit dan mungRin aRan membingungkan wajib pajakR atau
pengguna akhir jasa perencanaan pajak. Hal ini yang harus
diperhatikRan oleh Pemerintah Indonesia sebelum benar-benar
mengimplementasikRannya.

Tujuannya tentu bagus, meningRatRan Repatuhan wajib pajak.
Namun, jika dalam eRseRusinya justru menyulitkan banyaR
pihaR, yang terjadi justru sebaliRnya. Karenanya, Retentuan
MDR harus dibuat sesederhana mungRin dan diawali dengan
sosialisasi yang baik dan efeRtif.



AWAS KENA
SANKSI, HATI-HATI
BUAT FAKTUR PPN
JASA DAN BARANG
TIDAK BERWUJUD
DARI LUAR NEGERI

Berbicara mengenai Rewajiban perpajakan tidak bisa hanya membahas Rewajiban secara substantif saja, tetapi juga harus memenuhi
Rewajiban perpajakan secara administratif. Hal ini penting diperhatiRan Rarena tidak sediRit wajib pajak yang salah dalam memenuhi
Rewajiban perpajakan secara administratif, terutama terRait pengisian Surat Setoran PajaR (SSP) PajakR Pertambahan Nilai (PPN) atas
Pemanfaatan Barang IKena Pajak (BIKP) Tidak Berwujud dan/atau Jasa IKena Pajak (JIKP) dari luar negeri.




Saat Wajib PajaR melakuRan transaksi pemanfaatan BKP Rurangnya Retelitian membaca petunjuR pengisian SSP.
TidaR Berwujud atau JKP dari luar negeri, salah satu Rewajiban

perpajakRanyangtimbul atas pembayarannya adalah penyetoran KKesalahan pengisian SSP PPN JLN yang terkesan sepele dan bersifat
PPN. Dalam hal ini, tanpa memperhatikan siapa pihak yang administratif ternyata memilikRi RonseRuensi yang besar terhadap
bertindakR sebagai penanggung atau yang membayar pajaR, Rewajiban perpajakan Wajib PajakR. Bobot Ronsekuensinya bisa

Wajib PajaR tetap memilikRi Rewajiban untuR memungut dan berbeda-beda, tergantung pada tahap mana ReReliruan pengisian
menyetorkan PPN atas transaksi tersebut sesuai dengan SSP ditemuRkan, apaRah pada tahap penelitian atau pemerikRsaan.
Retentuan perpajakan yang berlaku.

Tahap Penelitian
Penyetoran pajak, sebagaimana telah diatur dalam Undang-

Undang PPN, dilahuhar) melalui pengisian formylir SS'? atau Dalam tahap penelitian, Rantor pajak hanya melakRukan uji dokumen
Surat Setoran EleRtroniR (SSE). SSP atau BuRti Penerimaan dalam wakRtu yang relatif singRat. Tahap ini merupakan proses

Negara (BPN) yang diterima Wajib Pajak sebagai bukti rutin yang wajar dilaRuRan oleh Rantor pajaR setelah wajib pajak

PajaR Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 wajib dipungut dan disetorkan seluruhnya Re
Kas Negara melalui Kantor Pos atau BanR Persepsi dengan
menggunakan Surat Setoran PajaR oleh orang pribadi atau badan
yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau
Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, paling lama tanggal 15
bulan beriRutnya setelah saat terutangnya pajaR sebagaimana
dimaRsud dalam Pasal 4.

Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan Surat

Setoran Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur

mengenai Retentuan umum dan tata cara perpajakan, dengan Retentuan

pengisian sebagai berikut:

a. pada Rolom “Nama WP” dan “"Alamat WP” diisi nama dan alamat orang
pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkRedudukRan di luar
Daerah Pabean yang menyerahkan Barang Kena PajakR tidakR berwujud
dan/atau Jasa Kena Pajak Re dalam Daerah Pabean.

b. pada Rolom “NPWP” diisi dengan angka O (nol), Recuali Rode KKantor
Pelayanan Pajak diisi dengan Rode Kantor Pelayanan PajaR dari pihaR
yang memanfaatRan Barang KKena PajaR tidak berwujud dan/atau Jasa
Kena Pajak.

C. pada Rotak "Wajib PajakR/Penyetor” diisi nama dan Nomor Pokok Wajib
PajaR pihak yang memanfaatkan Barang IKena PajaR tidaRk berwujud dan/
atau Jasa Kena Pajak.

penyetoran PPN Jasa Luar Negeri (JLN) nantinya dapat digunakan melaporkan SPT. Apabila Resalahan pengisian SSP ditemuRan
sebagai FaRtur Pajak (doRumen yang dipersamakan sebagai pada tahap ini—misalnya tidaR mencantumRan identitas
FaRtur PajaR berdasarkan PER-10/PJ/2010 jo. PER-33/PJ/2014) pemberi jasa di luar negeri—maka SSP dianggap Reliru.
sehingga PPN MasuRan yang telah dibayar dapat dikreditkan
bagi Wajib Pajak yang telah dikukRuhRan sebagai Pengusaha BerdasarRan Surat Edaran DireRtur Jenderal PajaR Nomor
KKena Pajak. SE-147/SE/2010, pengisian SSP PPN atas pemanfaatan BKP
Tidak Berwujud atau JKP dari luar negeri yang tidakR memenuhi
Peraturan Menteri IKeuangan Nomor 40/PMIK.03/2010 tentang Retentuan PMK-40/PMIK.03/2010, makRa pembayaran PPN-
Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan nya tidak dapat dikreditkan. Oleh Rarena itu dalam praktiknya,
Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena PajaR Rantor pajak akRan mengirimRan surat himbauan Repada wajib
Tidak Berwujud dan/atau Jasa IKena PajaR dari Luar Daerah pajakR untuR menyetor Rembali PPN JLN sesuai dengan nilai
Pabean, telah mengatur Retentuan penyetoran dan pengisian  yang seharusnya terutang.
formulir SSP berikut:
Di sisi lain, Peraturan Menteri IKeuangan Nomor 242/
Namun faRtanya, masih banyakR Wajib PajakR yang melakukRan PMIK.03/2014 mengatur hak Wajib Pajak untuR melakukRan
Resalahan dalam pengisian SSP, Rhususnya pada bagian Nama pemindahbukuan jika terjadi Resalahan dalam pengisian
WP, alamat WP, dan NPWP. Wajib Pajak biasanya melakukan formulir SSP. Misalnya, Resalahan pengisian Rode akun pajak
Resalahan dengan mengisi Rolom tersebut dengan identitas dan/atau Rode jenis setoran, masa pajak dan/atau tahun
Wajib Pajak sendiri, padahal berdasarkan Retentuan PMK-40/ pajak, jumlah pembayaran, dan/atau NPWP dan/atau nama
PMIKK.03/2010 di atas, Rolom tersebut seharusnya diisi dengan  Wajib Pajak.
identitas dari pihaR lawan transaksi Wajib Pajak (pihakR yang
menyerahRan BKP tidaR berwujud dan/atau JKP Re dalam Melihat Retentuan tersebut, banyak Wajib Pajak yang mungRin
Daerah Pabean). Kesalahan tersebut RemungRinan terjadi Rarena berpiRir untuR melakukan pemindahbukuan atas kResalahan
Rurangnya pengetahuan teRnis mengenai pengisian SSP serta pengisian SSP PPN atas pemanfaatan BKP TidakR Berwujud



atau JKP dari luar negeri. Namun sayangnya, di
dalam PMK-242/PMIK.03/2014 juga diatur bahwa
pemindahbukuan tidaR dapat dilaRuRan Re
pembayaran PPN atas objeR pajakRyangharus dibayar
sendiri oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSP
yang ReduduRannya dipersamakan dengan Faktur
PajaR. Sehingga dalam hal ini, pemindahbukuan dari
akRun PPN atas BKP Tidak Berwujud atau JKP dari
luar negeri Re PPN dengan jenis yang sama tidak
dapat dilakukRan. Sebagai kRonsekuensinya, Wajib
Pajak harus menyetor Rembali jumlah PPN terutang
dengan pengisian SSP yang benar.

Contoh Kasus :

PT KMIA (NPWP 01.234.567.8-011.000 adalah Pengusaha Kena PajakR yang
bergeraR di bidang industri bahan Rimia. PT IKMIA meminta bantuan berupa jasa

teRnik dan manajemen Repada New Chemical Ltd yang berasal dari AmeriRa
SeriRat.

Pada tanggal 10 Februari 2012 ditandatangani Rontrak dengan ResepakRatan bahwa
fee atas jasa tekRnik dan manajemen yang aRan dibayarkan Repada New Chemical
Ltd adalah sebesar US$43.000 (Kurs IKMIK 10 Februari = Rp8.977)

Idealnya, penyetoran Rembali tersebut dilakuRan
segera setelah dikRetahui terjadinya Resalahan
pengisian SSP dengan tetap memperhatikRan batas
wakRtu penyetoran PPN atas pemanfaatan BKP Tidak
Berwujud atau JKP dari luar negeri (tanggal 15 bulan
beriRutnya setelah masa terutangnya PPN). Namun,
penyetoran Rembali PPN dianggap terlambat
sehingga ada tambahan sanksi administrasi atas

Reterlambatan setor berupa denda/bunga sebesar Cara pengisian SSP yang benar berdasarkan contoh Rasus di atas adalah sebagai
2% dari dasar pengenaan pajak. berikut:

DPP PPN :US$43.000 x Rp8.977 = Rp386.011.000
PPN terutang :10% x Rp386.011.000 = Rp38.601.100

DisetorRan paling lambat tanggal 15 Maret 2012

Tahap Pemeriksaan

Tahap berikutnya adalah pemeriksaan, yang
biasanya terjadi Rarena lebih bayar atau alasan
lainnya. Pada tahap ini, Resalahan pengsisian
SSP biasanya menjadi temuan pemeriksa, yang
tidaR jarang dilaRuRan beberapa tahun setelah
masa pajak terutangnya PPN yang bersangkutan.
Sayangnya, pada tahap ini wajib pajak sudah tidak
bisa melakuRan penyetoran kRembali PPN JLN
Rarena sudah tidak memungRikRan untuR melakukRan

penyetoran pajah pada saat pemerihsaan Sedang PERATURAN  DIREKTUR JENDEI:?LMPT:J’:I:
berlangsung. Dalam hal ini, pemerikRsa pajakR akan 2&?18‘2miii‘;,L.i?umii’s’??gimfﬁli"s
langsung melakRukRan RoreRsi atas PPN JLN yang

telah dikreditkan oleh Wajib Pajak sebagai PPN
MasuRan.

SURAT SETORAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. LEMBAR
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SS P)

Konsekuensinya bisa bemacam-macam tergantung UNICATD Wallu Pelek

Rondisi wajib pajak. Apabila berdasarkan hasil NPWP . [ofof [@NoNe) (ofeyel o] [eyeNey [epele
RoreRsi terjadi Rurang bayar, maRa sanRsinya bisa ”"”"’“”""""9""’“"’”"”"’*"*W“f:’f“k S
. o N
mencapai 100% dari PPN masukan yang sudah NAMAWP M m’«“ o
diRompensasi. Aamatwe ISR
Nop PR o | ||||||||L||||||r||_|
cegah |(esa|ahan Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
ALAMAT OP

BerbagaikRonseRuensiyangmunculakRibatkResalahan

pengisian SSP PPN JLN tentu akRan merugikan Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran
perusahaan. Sebab, cash flow perusahaan menjadi [ENEVEVEREURY) [2,0,2
terganggu Rarena harus melakRuRan penyetoran

. . - . Masa Pajak
hembgll PP!\I atau membayar_ sgnh5| admlnlstraSl_- Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | sep | Okt | Nov | Des Eanunpalak
Terlebih, biasanya transaksi jasa luar negeri [ o 2,012
merupahan transahsi dengan nominal yang tidah Beri tanda silang { X ) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan Diisi Tahun Pajak
sediRit. Nomor Ketetapan : i 7 1 /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan: STP, SKPKB atau SKPKBT

IKarenanya, cara terbaik untuk mencegah Resalahan lumiah Pembayaran

: b . Diisi dengan rupioh penuh.
membuat SSP PPN JLN adalah membaca dengan Terbilang : .. Tigpuluh e itz sariby semtus ruplehy =
teliti petunjuR pengisian SSP sesuai dengan

Retentuan yang berlaku. Sampai dengan saat ini,

peraturan terRait dengan pengisian SSP PPN JLN G e sn e o IR
yang harus diperhatikan oleh WP adalah Peraturan Cap don tanda tangan capam.mq;mm
Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2010 dan masErsonm
Surat Edaran DireRtur Jenderal Pajak Nomor SE-147/ EndBEES
PJ/2010. NAfRIElag = s L Nama Jelas: |...Budiman

" Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Mengingat peraturan perpajakan sangat dinamis
dan mengikuti perkembangan zaman, hal yang
lumrah jika terjadi perubahan dalam peraturan
perpajakan, tidaR terkRecuali peraturan tentang SSP
PPN JLN. Sehingga WP juga harus memperhatikan
perubahan peraturan tersebut, atau setidaknya
bertanya dengan Ronsultan pajakR masing-masing
mengenai perubahan peraturan yang ada.

F.2.0.32.01




KAMUS PAJAK

TUJUAN PEMERIKSAAN

P E M E R I KSAA N Menguji kepatuhan wajib pajak Tujuan lain
PAJ A K :E$ lrit;iih bayar Pemberian NPWP secara jabatan;

Penghapusan NPWP;

SPT tidak/telat disampaikan (surat teguran) Pengukuhan dan pencabutan (registrasi ulang)

Pemeriksaan paja k menja di Melakukan péng.gcxl:?ungcm, peleburan, Pengusaha Kena Pajak (PKP)
pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan Waijib Pajak mengajukan keberatan;
tugas fiskus untuk menguji meninggalkan Indonesia selamanya; Pengumpulan bahan untuk penyusunan Norma

SPT memenuhi kriteria seleksi dan berdasarkan Penghitungan Penghasilan Neto

kepatuhan wajib pajak

hasil analisis terindikasi adanya kewajiban
dan/atau untuk tujuan lain. perpajakan yang tidak dipenuhi sesuai Penentuan lokasi terpencil Wajib Pajak
Ketidakpatuhan bisa berujung ketentuan perpajakan. Penentuan tempat terutang PPN.
Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak

Pencocokan data atau alat keterangan.

pada konsekuensi kurang bayar

ajak bagi wajib pajak.
Paj 9 J pal . Penerbitan SP2 dan
Namun, pemeriksaan pajak Pemberitahuan ke WP
Peminjaman

tidak perlu dikhawatirkan P REETR
dokumen

selama hak dan kewajiban pemeriksaan & audit u

dipahami dan dilaksanakan * d
. . . Pengujian
dengan baik oleh wajib pajak. E TT] R

pemeriksaan)

Penugasan/instruksi

pemeriksaan —— ALUR PROSES

Hak Wajib Pajak _
LS4 | PEMERIKSAANPAIAK | =

e Meminta Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat

Perintah Pemeriksaan Pajak; -
e Meminta pemberitahuan tertulis terkait Pemeriksaan; \V o
e Mengetahui alasan dan tujuan Pemeriksaan; Laporan Harsil Pembths'an WA
e Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; Pemeriksaan (LPH) S A dengan Tim QA
e Menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; P/_

Pemberitahuan hasil

e Mengajukan permohonan pembahasan oleh Tim
Pembahas; ()

[ ] |
e Mengisi penilaian di formulir Kuesioner Pemeriksaan Pajak; 4

e Jaminan kerahasiaan data usaha E

Kewajibcn W(inb PGjOk Berita acara

pembahasan akhir

pemeriksaan (SPHP)

Pembahasan akhir
(Closing Conference)

e Menghadiri pemeriksaan pajak dan tidak boleh diwakilkan

o Memperlihatkan/meminjamkan catatan, dokumen pembukuan,dan berkas lain yang berhubungan dengan
penghasilan, kegiatan usaha, pekerjaan bebas, atau objek terutang pajak;

e Memberikan akses dan/atau mengunduh data elektronik;

e Mengizinkan pemeriksa memeriksa tempat/ruangan, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga untuk
menyimpan buku/catatan, dokumen pembukuan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi
petunjuk penghasilan wajib pajak

e Memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;

® Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;

® Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.
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